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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 213 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam

tahun beijalan menunjukkan adanya perkembangan yang

tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana

program dan kegiatan pada Rencana Keija Pemerintah

Daerah Tahun 2022, serta adanya saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk

tahun beijalan sehingga dilakukan perubahan atas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2022;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana

Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi Tahun 2022.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



7
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588);

9
. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah an Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan
Rencana Keija Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4867);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2022;

34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun

2021 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 47);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Tahun 2017 Nomor 7);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2021 Nomor 5);

40. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor
25);

41. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Indikator Kineija Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018);

42. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor
27);



43. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 202
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2022 Nomor 202);

44. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: KU.02.03/Kep.73-
BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;

45. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.316-
BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

2022

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021
Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (3), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perubahannya adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang

dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, dimana

perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022 dan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun
2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni

ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perubahannya bertujuan untuk

menjamin bahwa program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok

sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

selaras dengan Rencana Pembangunan Kabupaten, yaitu dalam rangka

optimalisasi pencapaian target dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022 serta RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2022;

b
. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembangunan pada perubahan tahun 2022.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RKA Tahun 2022 dan perubahannya sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Perangkat

Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan

perubahannya sebagai bahan penyusunan jenis dan rincian belanja yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan anggaran

kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan, petunjuk teknis, standar biaya

dan standar harga barang/jasa yang ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah dan perubahannya secara berkala.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di: Gikarang Pusat
pada tanggal : 1- 09-2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

a
Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal: 1-09-2022

SEKRETARIS DAE JPATEN BEKASI,ÿ
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